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MEMPAWAH - Lembaga
eksekutif dan legislatii di
Kabupaten Mempawah
menyepakati perubahan
Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS)
TA 2025, Kesepakatan
itu dirtandai dengan
pf‘mx)cmtdngan.m oleh Wakil
Bupati, juli Suryadi dan Ketua
DPRD, Safruddin, Senin
(4/8) di ruang rapat DPRD
Mempawah.

Penanddtanganan nota
kesepakatan Perubahan
KUA dan PPAS tersebut turut
disaksikan Sekda Ismail,
Wakil Ketua DPRD Darwis,
Anggota DPRD Mempawah,
Staf Ahli Bupati, Asisten dan
Kepala OPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Mempawah,

“Kami mengucapkan
terima kasih kepada Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota
DPRD yang telah bekerja
kerasmelakukanpembahasan

perubahan KUA-PPAS TA

2025 ini dapat diselesaikan

dengan baik," ucap Juli.
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Perubahan KUA dan PPAS Dis

7
kemajuan dan kesejahteraan
bagi daerah dan masyarakat
Kabupaten Mempawah/
harapnya. ;

juli menerangkan
perubahan KUA TA 2025
yuti asumsi-asumsi
dasar penyusunan XMPBD
perubahan, kebijakan
perubahan pendapatan,
perubahan belanja dan
alokasi penyesuaian yang
nenjadi dasar penyusunan
perubahan PPAS.
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DOKUMEN: Wabup Juli
dan Ketua DPRD Safruddin
menyerahkan dokumen
kesepakatan perubahan
KUA-PPAS TA 2025.

alokasi pendapatan dan
penerimaan pembiayaan,
penyempurnaan priorifas
belanja daerah, dan plafon
anggaran sementdara
berdasarkan prioritas urusan
pemerintahanddan program
serta remaqa ‘pembiayaan
daerah TA 2025" paparnya.
Berdasarkan aturannya,
lanjut Juli, kesepakatan
perubahan KUA-PPAS telah
ditandatangani kepala daerah
dan DPRD padaminggu kedua
bulan Agustus.
“Dengantelahdisepakatinya
KUA-PPAS ini, maka kita
telah memenuhi aturan
dan ketentuan perundang-
undangan sekaligus proses
awal penyusunan RAPBD
Perubahan TA 20%5,
pungkasnya. (wah) ¥
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